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SUASANA akhir tahun dan da-

tangnya tahun baru hampir selalu dihi-

asi berbagai bencana alam, khususnya

banjir, longsor dan tanah amblas.

Tercatat memasuki musim penghujan

ini setidaknya (berdasar data Badan

Penanggulangan Bencana Nasional),

sudah terjadi 1.422 bencana alam yang

tersebar di seluruh Indonesia, dengan

kerugian materiil ditaksir senilai Rp

12,15 triliun.(BNPB, 2024).

Laporan evaluasi akhir tahun di-

namika kebencanaan nasional yang

merupakan hasil review laporan keben-

canaan di tingkat daerah tersebut

menghasilkan 2 simpulan yang cukup

mengejutkan. Pertama, meski dampak

bencana alam selalu merugikan alam

dan kehidupan manusia, ternyata

manusia tidak pernah mau belajar

bagaimana mencegah sekaligus memit-

igasi bencana secara kolektif-nasional

dan daerah sehingga tidak mengulangi

kesalahan yang sama setiap tahun.

Sebagai bahan evaluasi, jika tahun

2023 lalu bencana alam menelan keru-

gian material mencapai Rp 9,17 triliun

dengan jumlah bencana mencapai 982

kejadian di berbagai daerah, maka

tahun 2024 ini naik hampir 35%.

Kedua, belum ada aksi kebijakan

yang signifikan mencegah dan mengen-

dalian dampak bencana alam sekaligus

memitigasinya dengan kebijakan yang

relevan. Diakui oleh pemerintah

sendiri bahwa upaya yang dilakukan

masih sekadar sebagai “pemadam ke-

bakaran” yang hadir bak polisi pasca

korban berjatuhan, dan belum tersubli-

masi pada fase perencanaan pemba-

ngunan yang berparadigma pemba-

ngunan berkelanjutan (sustainable de-

velopment). Padahal Indonesia sudah

berkomitmen untuk menerapkan prin-

sip-prinsip sustainable developmen

goals (SDGs).

Kebijakan Hijau

Di berbagai negara maju dan ber-

kembang, agenda SDGs direspons de-

ngan hadirnya kebijakan hijau (green

policy), yaitu regulasi negara atau kebi-

jakan pemerintah yang melindungi

alam dan lingkungan hidup guna ke-

berlanjutan pembangunan secara ke-

seluruhan.

Paradigma SDGs mengamanatkan

pesan dan misi “suci” berbagai agenda

pembangunan untuk selalu menerap-

kan prinsip-prinsip pembangunan un-

tuk semuanya, ya manusia dengan

segala orientasi ekonominya tetapi juga

alam dan lingkungan. Pembangunan

harus memberi keuntungan sosial-

ekonomi, dengan tujuan keadilan, pe-

merataan dan keuntungan sosial

ekonomi, juga harus dibarengi dengan

terwujudnya keamanan, kesehatan

dan kelestarian lingkungan hidup be-

serta seluruh ekosistemnya.

Namun amat disayangkan kebijakan

pembangunan yang dipraktikkan di

Indonesia, termasuk di tingkat daerah,

atas nama tujuan-tujuan praktis

ekonomi dan peningkatan pendapatan

asli daerah, banyak kebijakan pemba-

ngunan ekonomi-bisnis dan investasi

yang jauh dari agenda SDGs. Di

wilayah Jateng-DIY, misalnya, para.-

kepala daerah berlomba-lomba me-

ningkatkan PAD dengan melakukan

berbagai pelanggaran dan menerabas

regulasi Rencana Tata Ruang ssn

Wilayah (RTRW) yang bahkan ditetap-

kan oleh pemerintah daerahnya sen-

diri. Pelanggaran terhadap Peraturan

Pemerintah No.11/2010 tentang Pe-

ngelolaan Sawah Lestari adalah salah

satu “pelanggaran” kebijakan yang jus-

tru di sponsori oleh pemerintah sendiri.

Padalah di sisi yang lain, seiring pe-

ningkatan krisis pangan dan impor pa-

ngan yang kian akut, semestinya kebi-

jakan hijau seperti kebijakan melin-

dungi dan konservasi lahan dan ruang

tanaman hijau dan sumber pangan itu

diperkuat di tingkat pemerin-

tahdaerah, dan bukan malah

sebaliknya.

Kasus yang lazim di-

lakukan oleh pemerintah

mulai pusat hingga daerah

adalah alih fungsi lahan dan

pembangunan infrastruktur

dengan menabrak tradisi ma-

syarakat lokal. Untuk dan

atas nama mendesaknya

jalan tol, bahkan jalur sungai

pun dipenuhi beton, ruang-

ruang terbuka hijau disulap

menjadi “pasar dadakan”,

bahkan di tingkat pemerin-

tahan desa sekalipun, ruang

berinteraksi sosial warga de-

sa seperti lapangan dan la-

han aset desa ditabrak de-

ngan membangun sarana

usaha perdagangan. Nyaris

tak ada ruang terbuka yang

terbebas dari kegiatan ekono-

mi. Bahkan kampus pun dipenuhi ba-

ngunan dan hutan beton, sehingga sat-

uan pendidikan pun menjadi pengap di-

hiasi kompetisi membisniskan ruang

dan lingkungan.

Atas nama peningkatan pendapatan

daerah pula, kepala daerah seolah ber-

lomba untuk menarik investasi lang-

sung atau tidak langsung yang hampir

semuanya jauh dari agenda SDGs.

Untuk alasan inilah, guna mencegah

dini berbagai potensi bencana yang

lebih dahsyat yang bisa merusak se-

muanya, saatnya pemerintah pusat ju-

ga mulai mengawasi ketat terkait

maraknya berbagai pelanggaran atas

kebijakan hijau selama ini. Pemerintah

pusat juga semestinya mendesak peme-

rintah daerah dan desa untuk mende-

sain dan menerapkan prinsip kebi-

jakan hijau, demi keberlangsungan

pembangunan itu sendiri. Berbagai

bencana alam yang terus terjadi, de-

ngan kerugian material dan immateri-

al yang terus meningkat, sudah saat-

nya mendorong pemerintah dan du-

kungan semua pihak, khususnya

pelaku ekonomi, bersama-sama mende-

sak kebijakan hijau dijalankan secara

murni dan konsekuen, dan bukan mu-

dah kena masuk angin apabila berha-

dapan dengan uang dan kekuasaan

rakyat tidak ingin kesalahan terus

berulang, karena ujungnya penderita-

an semuanya.  ❑-f

*) Tasroh SS MPA MSc, Mahasiswa

S3, Program Doktor Administrasi

Publik, Fisip Unsoed Purwokerto.

Menanti ’Kado Tahun Baru’ PPN 12 %

Tasroh

Gaji UMT terlambat, Diktilitbang PP

Muhammadiyah minta maaf

-- ‘Kekuatan viral’ sangat luar bia-

sa

***

Mulai tahun 2025, pemerintah tidak

impor pangan

-- Kecuali terpaksa

***

Selama 2024, sampah paling banyak

disorot

-- Yogya darurat sampah

Mendesak Kebijakan Hijau

PEMERINTAH mengumumkan ke-

naikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

menjadi 12 % yang pemberlakuannya

per Januari 2025. Hal tersebut dinyata-

kan telah sesuai dengan ketetapan

Undang undang Nomor 7 Tahun 2024

Tentang Harmonisasi Peraturan

Perpajakan (UU HPP). Pemerintah

mengklaim kenaikan pajak PPN men-

jadi 12 % merupakan pilihan yang di-

ambil untuk menjaga stabilitas

perekonomian, perlindungan sosial

sekaligus mendukung program Asta

Cita Presiden Prabowo.

Kenaikan 12 % diperuntukkan

khusus untuk barang mewah

dan jasa mewah, termasuk di

dalamnya seperti rumah sakit

kelas VIP, pendidikan yang ber-

standar internasional, listrik

pelanggan rumah tangga de-

ngan daya 3600-6600 VA, terma-

suk juga kebutuhan pokok de-

ngan standar premium.

Sektor yang Dikecualikan

Pemerintah menyatakan ke-

naikan PPN ada pengecualian

dengan fasilitas 0 % untuk

barang yang dibutuhkan masya-

rakat. Barang yang dimaksud an-

tara lain beras, daging, ikan,

telur, sayur, dan susu. Begitu pu-

la dengan jasa pendidikan, kese-

hatan, angkutan umum, hingga

jasa keuangan.

Menteri Perekonomian

Airlangga menyatakan, pemerin-

tah berupaya memberikan stimu-

lus, paket kebijakan ekonomi untuk

rumah tangga berpendapatan rendah.

PPN yang akan ditanggung pemerintah

sebesar 1 % untuk barang kebutuhan

pokok, sehingga barang barang terse-

but PPN tetap 11 %.

Akan tetapi direktur Center of

Economics and Law Studies (Celios)

Bhima Yudistira menyebutkan, defenisi

barang dan jasa yang dikenakan tarif

PPN masih kabur dan terdapat perbe-

daan seperti yang telah diterapkan saat

ini. Sebagai contoh barang dan jasa

yang masuk dalam kategori barang dan

jasa mewah dikenakan PPN 12 persen

seperti beras premium. Padahal saat ini

banyak masyarakat kelas menengah ke

bawah yang mengkonsumsi beras pre-

mium atau beras yang bermerek begitu

juga pada minyak goreng yang yang ber

merk.

Gelombang Penolakan

Ketua Umum PP Muhamamdiyah

Haedar Nashir meminta pemerintah

mengkaji ulang kenaikan PPN menjadi

12 %. Harus benar-benar dirumuskan

berlandaskan keadilan sosial karena

policy pajak tidak bisa dilepaskan dari

kondisi kehidupan bangsa dan cita-cita

keadilan sosial, persoalan pajak selalu

terkait dengan perusahaan bersekala

kecil dan masyarakat kelas menengah.

Jangan sampai kebijakan pajak meng-

hambat semangat kemajuan di masya-

rakat.

Penolakan juga digaungkan oleh

Badang Eksekutif Mahasiswa Seluruh

Indonesia (BEM SI), dengan meminta

untuk dikaji ulang hingga dibatalkan.

Kalangan Ekonom juga menyoroti

Indek Keyakinan Konsumen ( IKK)

yang terus mengalami pelemahan,

bahkan dinyatakan pelemahan terse-

but dianggap tidak biasa saat perekono-

mian Indonesia berada pada kondisi

yang bisa dikatagorikan normal.

Kenaikan PPN 12 % dikhawatirkan

berpotensi menekan daya beli masyara-

kat, terutama pada kelompok mene-

ngah ke bawah pada konsumsi do-

mestik. Kenaikan juga dapat memper-

lambat pemulihan ekonomi, bahkan

UMKM yang menjadi tulang pungung

ekonomi nasional juga menghadapi tan-

tangan besar, salah satu diantaranya

kesulitan menyesuaikan margin keun-

tungan. Bagi masyarakat yang

berpenghasilan menengah ke bawah,

sebaiknya langkah yang diambil peme-

rintah dengan memungut pajak bukan

dari kenaikan tarif PPN, tetapi dari

Pajak Penjualan atas barang mewah

(PPnBM)

Semoga kebijakan PPN 12 % tidak

lahir dari ruang berkaca gelap

yang tak mampu menembus

panorama masyarakat kelas

bawah yang sedang tidak baik-

baik saja. Pemerintah harus terus

mendengar masukan dalam mem-

perbaiki sistem dan kebijakan per-

pajakan berkeadilan. Pemerintah

juga harus terus meningkatkan

kepercayaan publik terhadap

Direktorat Jenderal Pajak (DJP ).

Gula-gula pemerintah yang

akan menyalurkan bantuan sosial

berupa beras 10 Kilogram kepada

16 juta keluarga penerima man-

faat (KPM) selama Januari hing-

ga Februari 2025 semakin menun-

jukkan bahwa panorama anak

negeri sedang tidak baik baik saja.

Mari kita nanti bersama “Kado”

istimewa Pemerintah pada ma-

syarakat di awal tahun nanti.

Semoga yang terdengar, terlihat

adalah terompet dan kembang api se-

mangat kemakmuran yang berkeadilan

untuk semua.  ❑-f

*) Dr Alfian Dj MH, Staf Pengajar

Muallimin Muhammadiyah

Yogyakarta dan Sekretaris Majelis

Hukum HAM PP Muhammadiyah.

Alfian DjVonis Ringan yang Mengusik Rasa Keadilan 
VONIS 6,5 tahun dengan denda

Rp 1 miliar dan uang pengganti Rp
210  miliar bagi Harvey Moeis sa-
ngat mengusik dan melukai rasa
keadilan.  Tuntutan 12 tahun pen-
jara yang bagi sebagian masyara-
kat Indonesia masih dianggap
ringan dengan melihat angka keru-
gian, ternyata dikabulkan majelis
hakim yang dipimpin Eko Aryanto
hanya 6,5 tahun. Media sosial pun
sontak memviralkan perbandingan
hukuman dengan yang dialami
Syamsudin Sikawane, terdakwa
pencuri sound system mobil yang
divonis 6 tahun penjara oleh
Pengadilan Negeri Ambon. 
Vonis ringan yang mengusik

rasa keadilan.  Vonis Harvey kian
meneguhkan bila di negeri yang
mengaku  sebagai Negara Hukum
ini secara nyata hukum tajam ke
bawah namun tumpul ke atas. Dari
kerugian kasus timah mencapai
Rp 300 triliun hanya dikabulkan
perampasan (plus denda)  Rp 211
miliar dan pidana 6,5 tahun.
Perampasan tidak sampai 1%
kerugian negara. Kalau nanti  ada
grasi, amnesti dan lainnya, bisa ja-
di hanya menjalani pidana 3 tahun
bahkan tidak sampai.
Miris! Inilah realita bagi terdakwa

yang sopan di persidangan, memi-
liki tanggungjawab keluarga dan
belum pernah dihukum. Kurang di-
pahami apakah realitas tersebut ti-
dak muncul dalam kasus-kasus ko-
rupsi atau kasus lain? Apakah  ter-
dakwa kasus korupsi bahkan pen-
curi ayam sekalipun tidak sopan di
persidangan atau tidak memiliki
tanggungajwab pada keluarga?
Vonis ringan yang menjadi per-

tanyaan bahkan membuat gejolak
di masyarakat, disikapi cepat
Komisi Yudisial (KY).  Komisi  yang
dibentuk berdasar pasal 24B ayat
(1) UUD 1945  ini merupakan lem-
baga pengawasan terhadap ke-
kuasaan kehakiman yang mandiri.
Dimana salah satu tugasnya
adalah mengawasi perilaku hakim
termasuk hakim Mahkamah Kons-
titusi (MK). KY juga menerima la-
poran masyarakat terkait dugaan
pelanggaran Kode Etik dan Pe-
doman Perilaku Hakim (KEPPH).
Karena itu lewat anggota sekali-

gus juru bicara Mukti Fajar ND
menegaskan,  KY akan menda-

lami putusan majelis hakim Peng-
adilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri (PN) Jakarta
Pusat, meski tidak akan masuk da-
lam ranah substansi keputusan.
Mengingat forum yang tepat untuk
menguatkan atau mengubah pu-
tusan  adalah melalui upaya hu-
kum, banding. Namun KY juga
mempersilakan masyarakat mela-
por bila menemukan pelanggaran
kode etik hakim dalam perkara
tersebut. Tentu dengan bukti-bukti
yang dapat diproses. (KR, 28/12).
Mungkin sejenak menengok ke

belakang. Laman perpustakaan.-
kpk.go.id mengunggah   ‘kalimat
sakti’ Zhu Rongji kala dilantik seba-
gai Perdana Menteri Republik
Rakyat China tahun 1998. ”Siap-
kan 100 peti untuk para koruptor
dan gunakan 99 peti itu. Sisakan 1
peti untuk saya, bila saya korupsi”.
Mesti tetap ada kasus yang terjadi
dan ditangani, tekad ini  menun-
jukkan betapa komitmen membe-
rantas korupsi begitu kuat di
Negeri Tirai Bambu. 
Vonis ringan Harvey Moeis di te-

ngah isu Presiden Prabowo Su-
bianto akan memaafkan dan
mengajak para koruptor  melaku-
kan tobat sekaligus mengemba-
likan uang yang dikorupsinya, kian
menyuburkan pesimisme pember-
antasan korupsi. Sebab penan-
gangan kejahatan luar biasa extra
ordinary crime ini tidak dilakukan
dengan luar biasa. Koruptor, tidak
diberi hukuman maksimal sekali-
pun kejahatan yang dilakukan
merusak masa depan bangsa ne-
gara. Menjadi pertanyaan, bagai-
mana pemberantasan korupsi di
masa depan? 
Korupsi sudah menjadi penyakit

sosial yang kronis di Indonesia.
Extra ordinary crime ini  meru-
pakan ancaman serius karena
dampak destruktif yang luar biasa
bagi pembangunan keadilan juga
kesejahteraan. Artinya, korupsi
bukan hanya masalah hukum
tetapi ancaman nyata sendi-sendi
kehidupan berbangsa bernegara.
Tidak cukup hanya dengan tekad.
Namun pemberantasan korupsi
harus menjadi komitmen kuat se-
mua pihak. Budaya antikorupsi
harus menjadi falsafah hidup
bangsa.  ❑-f

Persyaratan Menulis
Pembaca yang budiman, terima-

kasih partisipasinya dalam menulis dan
mengirimkan artikel untuk SKH Kedau-
latan Rakyat. Selanjutnya redaksi ha-
nya menerima tulisan lewat email :
opinikr@gmail.com dengan panjang
tulisan antara 550  - 600 kata, dengan
mengisi subjek mengenai isu yang di-
tulis serta jangan lupa menampilkan fo-
tocopy identitas. Terimakasih. 
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